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WAL量KOTA SIBOLGA

pROvlNsl SUMATERA u皿RA

PERATURAN WALI KOTA S暮BOLGA

NOMOR 44 TAHUN 2021

TE NTANG

PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERA円

RUMAH SAK量T UMUM DR. FERD量NAND LUMBANTOBING

KOTA S暮BOしGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

wAL量KOTA slBo鵬A,

Memmbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 61

ayat (1) bumf a Peratur狐Presiden Nomor 16 Tahun

2018　ten亡狐g Pengadaan Barang dan Jasa

Pemehntah jo. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan

Pengadaan Barang /Jasa Pemennta血　Nomor　5

Tahun　2021　tentang Pedom狐　Pengadaan

Barang/Jasa Yang Dikecualikan Pada Pengadaan

Barang/Jasa Peme轟ntah, maka perlu ad孤ya

Pedoman bagi Pelaksanaan Pengadaan Barang /

Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah di Kota

Sibolga;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dal劃　huⅢf a, perlu mcnetapkan

Peraturan Wali Kota tent孤g pengada皿Ba｢ang /

Jasa pada Bad孤kⅣ紬an Umum Dae｢ah Rumah

Sa貼t Umum Dr●　Ferdinand Lumban Tobing Koね

Sibolga;

Meng血gat　: 1･ Undang-Und劃g Nomor 8 D九Tahun l956 ten屯ng

Pembentuk紬　Dae｢ah Otonom Kota-Kota Besar

Dalamしingkungan Daerah Provinsl Sumate｢a Ut狐a

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956

Nomor 59, Tanbahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 1092);

2･ Und劃g-Undang Nomor　28 Tahun 1999　亡cnt紬g

Penyelenggara狐Negam Yang Be｢sih dan Bebas dad

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

Repub克k　萱ndonesja Tahun 1999　Nomo重　75,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3851);

3･ Undang-UrrねJry... .



3･ Und紬g-Und紬g No血or 36 Tahun 2009 tenta皿g

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun　2009　Nomor 144, Tambahan Lembaran

Negara Repub肱Indonesia Nomor 5063);

4･ Undang-Und劃g Nomor 44 Tahun 2009 tent紬g

Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun　2009　Nomor 153, Tambahan Lemba｢an

Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

5･ Und紬g-Und紬g Nomor 12 T血un　2011 tent紬g

Pembentukan Peraturan perundang-Und孤gan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 I

Nomor 82, t劃bahan Lcmbaran Negara Republik

工ndonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah

terakhir deng紬Und劃g-Undang Republik賞ndonesia

Nomor 15　Tahun　2019　ten屯ng Pe｢ubahan Atas

Undang-Undang Republik　工ndonesia Nomor 12

Tahun　2011 tent劃g Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

寒ndonesia Tahun　2019　Nomor 183, Tambaha皿

Lembaran Negara Republik hdonesia Nomor 6398);

6･ Und紬g-Und紬g Nomor 23 Tahun 2014 tent紬g

Pemerintahan Daerah (I,embaran Negara Republik

lndonesia Tahun　2014　Nomor　244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali te｢akhir

dengan Undang-Undang Nomo丁　9　Tahun　2015

tent狐g Perubahan kedua atas Undang-Undang

Nomor　23　Tahun　2014　tentang Pemehntahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik量ndonesia Nomor与る79) ;

7･　Peraturan Pemehntah Nomor 12　Tahun　2019

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Irembaran

Negara Republik量ndonesia Tahun 2019 Nomor 42,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6322);

8･ Pe丁atur紬Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang

Pengadaan Barang/ Jasa Pemerint血(Lembaran

Negera Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33)

sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Peraturan打esiden Nomor 13 Tahun 2021 ten亡ang

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun

2018 tentang Pengada狐Bar紬g/ Jasa Peme轟ntah

(Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2021

Nomor 63)

_9. Peγa請ran Meriter!......



9･ Peraturan Mente轟Dalam Negeh Nomor 80 Tahun

2015　tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

(Be正ta Nega｢a Rcpublik　工ndonesia Tahun　2015

Nomor　2036) sebagaimana telah diubah terakhi｢

dengan Peraturan Mente轟Dalam Nege正Nomo｢ 120

Tahun　2018　tent紬g Perubahan Atas Peraturan

Mente正　Dalam Negeh Nomor　80　Tahun　2015

Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

(Berita Negara RepubⅡk Indonesia Tahun　2018

Nomor 1与7);

10･ Peratu｢an Mente正D租am Nege正Nomor 79 Tahun

2018 tentang Badan血y紬皿Umum Daerah (Be轟ta

Negara Republik　工ndonesia Tahun　2018　Nomor

1213);

11. Peraturan Lembaga Kehijakan Pengadaan

Barang/Jasa Pemehntah Nomor　5　Tahun　2021

ten血ng Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Yang

Dikecualikan Pada Pengadaan Bar狐g/Jasa

Peme正n亡ah ;

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan : PERATURAN WAL萱　KOTA TENTANG PENGADAAN

BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

RUMAH SAK量T DR FBRD重NAND LUMBANTOBING KOTA

SIBOLGA

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal1

Dalam Pe｢aturan Wali Kota ini yang d工maksud dengan:

上　　Daerah adalah Kota sibolga.

2 ･　Pemehn血han Daerah adalah penyelenggara紬umsan peme正ntah紬

oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Pewakilan Rakyat Daerah

menuⅢt asas otonomi dan Tugas Pemb孤tuan dengan p轟nsip

otonomi seluas-量uasnya dala皿sistem dan phnsip Negara Kesatuan

Republik Indonesia sebagalmana dimaksud dalam Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3･　Peme轟ntah Daerah adalah Kep血a Daerah sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaks紬aan

uⅢsan peme正ntahan yang me可adi kcwenangan daerah otonom.

4･　Wali Ko血ada獲ah wali Kota sibolga.

5. jajma九So砧t ..



5･ Rumah sa亜Umum Dr･ Ferdinand Lumb紬tobing yang sela可u血ya

disingkat RSU Dr. F.L Tobing adalah Rumah Sakjt Umum yang telah

ditetapkan sebagal Badan kyanan Umum Daerah, sesual dengan

Keputusan wali Kota Nomo｢ : 445/344/T血un 2015 tent紬g

Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan I.ayanan

Umum Daerah pada Rumah Sa虹t Umum Dr. Fe｢dinand

Lumb狐tobing Kota Sibolga〃

6.　Badan I,ayanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD

adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaks紬a te血is

dinas/bad紬　daer血　dalam membe正k紬　pe重ay紬紬　kepada

masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan

keu紬gan sebag組pengecuali紬dah ketentuan pengelola皿daer血

pada umumn)｢a.

7. Fleksibiljtas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan

dengan menerapk孤p｢aktek bisnis yang sehat un血k皿eningkatk餌

1ay狐an kepada masyarakat t紬pa mencah keuntungan dalam

r紬gka mem車ukan kes匂ahteraan umum dan mence｡daskan

kehidupa皿ba皿gsa.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya

disingkat APBN adalah rencana keu紬gan亡ahun紬Peme正ntah

Pusat y紬g ditetapkan dengan Undang-Undang.

9. Anggaran Pendapatan dan Belan]’a Daerah, selanjutnya disingkat

APBD adalch rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan

deng狐Peratur紬Dae｢ah.

10･ Pemimpin BLUD RSU adalah D止ektur RSU Dr. Ferdinand

Lumbantobing Kota Sibolga yang diangkat oleh Wall Kota dan

bertanggung ]awab terhadap kinelja operasional BLUD RSU.

11･ Unit Pengada紬BⅢ狐g/Jasa adalah Uni亡pada org紬isasi BLUD

a屯u Unit tersen亜轟y狐g dibentuk oleh Pemimpin BLUD yang

ditugaskan se∽阻　khusus sebaga土　pelaksana kesckreta五atan

pengadaan barang/jasa guna keperluan BLUD.

12. Pejabat Penandatangan Kontrak BLUD adalah peja.bat yang

bertanggung jawab atas pelaks紬aan pengadaan barang dan/atau

jasa pada BしUD RSU y孤g di劃gkat oleh Pemimpin BLUD RSU,

13･ P紬i寄a Pengadaan Bar劃g/Jasa BLUD adalah P紬i心a pelaks紬a

pengada劃pada Unit Pengadaan Barang/Jasa y紬g telah mengiku寄

pelatihan pengadaan barang/jasa yang diangkat oleh Pemimpin

BLUD RSU.

14. Penyedia barang/jasa adalah pelaku usaha yang berbentuk badan

uscha ataLu orang perseorangan yang kegiatan usahanya

menyediakan barang/ layanan j asa berdasarkan kontrak.

]5. E- C伽a/ogue



1 5･ E-Caきaめgue adalah slstem infbmasi e量ek血onik yang memuat da允ar,

jenis, spesi鯖kasi teknis da皿harga barang te正entu da正barbaga王

Penyedia Barang/Jasa Pemerintah, yang dapat menjadi altematif

bagi pcmenuh孤kebutuhan BLUD RSU.

16. E-Pレrc加sjng adalah tata cara pembelian Barang/Jasa melalui

sistem katalog e獲ektronik.

17･ Keadaan Cito/Mendesak adalah keadaan yang hams segera

dipenuhi, jika tidak dipenuhi/diperbaiki/ditangani akan berdampak

mengganggu pelayanan pasien dan operasional lainnya di Rumah

Sakit baik itu l劃gsung maupun tidak langsung･

18･ Pengadaan bar狐g/｣asa secara　α亡o adalah pengada紬　yang

dilaks餌akan dengan sege重a sesuai kebutuh紬　tanpa melalm

perenca皿a孤karena臆keadaan鋤きo

19. P�逍VﾆV誚v�&��7v�ｶVﾆ����F�ﾆ���F猛���誡�ﾖV逍VﾆV誚v�&�ｶ��

kegiatan secara swakelola

20･ Renc紬a umum pengadaan b紬ang/jasa yang disingkat RUp adalah

daftar rencana pengadaan barang/jasa yang akan dilaksamkan oleh

BLUD RSU Dr. FL. Tobing.

21･ Pekeljaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebahagian ke蜜atan

yang meliputi pemb狐gun紬, pengope｢asian, peme獲ih紬aan,

pembongk紬紬dan pembangunan kembali suatu bangun劃･

22･ Ja組　konsultansi adalah jasa layanan professional yang

me調butuhk狐keahli紬te巾entu diberbagai bidang keil皿uan yang

mengutamakan adanya olah pikir.

23･ Jasa laimya ad瓢ah jasa non konsultansi a亡au jasa yang

membutuhk狐　peralat孤,　metodologi khusus din　/atau

keterampilan dalam suatu system tata kelola yang dikena=uas

didunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.

24･ Tender adalah metode pemilih劃　untuk mendapa此an penyedia

barang/pekeヰaan kons廿uksi/jasa/jasa la王nnya.

25･ Kont｢ak pengadaan b紬ang/jasa yang sela可utnya disebut kon廿ak

adalah pe宣ja可ian te正ulis狐tara PA/KPA/PPK/Pemimpin Kegiaぬn

deng紬penycdia ba重an/jasa atau pclaks劃a swakel○○a.

26･ Keadaan Kah紬adalah suatu keadaan yang teヰadi dilua重kehendak

para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya

sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak men]adi tidak

dapat dipenuhi.

27･ Aparat Pengawas量ntem peme正n血h yang disingkat APIP adalah

aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, review,

pemantauan, evaluasi dan pengawasan lain terhadap tugas dan

血ngsi Pcme重心tah/ Peme重止血i Ko血Si蘭lg盆.



28. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat

pemegang kewenangan penggunaan anggaran yang diangkat dan

ditetapkan ○○eh Wa轟Kota.

29. Kuasa pengguna Amggaran disingkat KPA adalah pejabat yang diberi

kuasa untuk melakcanakan sebagian kewenangan pengguna

anggar紬d血am melaksamkan sebagai亡ugas d紬血ngsi per紬gkat

daerah yang diangkat dan dite自pk劃oleh Wali Kota.

30. usfze BZorf血g Sgste肌　adalah sistem yang disediakan untuk

melapo｢kan suatu perbuat孤y紬g te正ndikasi adanya pe重anggar紬.

BAB量1

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dite屯pkannya Peraturan W租i Kota血i adalah scbagai pedoman

bagi P匂abat Penandat紬g劃Kon廿ak BLUD, P匂abat/Pani寄a Pengadaan

BLUD RSU Dr･ Fし･ Tobing d乱調melaksanakan tugasnya･

Pasal3

T巾uan dite屯pkamya Peratu丁an W血i Kota ini adalah untuk menjamin

ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bemutu, lebih murah,

p重oses pengadaan yang scderh紬aタccpat d劃muda血untuk mendukung

kelanca重an pelayanan BLUD RSU Dr･ FL Tob血g･

BAB11I

RUANG LINGKUP

Pasal4

Ruang Lingkup Peraturan Wa止Kota血i me坤u仕:

(1) Pengadaan B紬紬g/Jasa pada BLUD RSU Dr. FL. Tobing yang

bersumber dari APBD di]aksa皿akan berdasarkan ketentuan Peraturan

Pemndang-undangan mengenai pengada紬barang/jasa Pemehntah.

(2) Pengada紬Ba工mg/Jasa yang bersumber dad:

a. jasa kyanan, berupa- imbalan atas barang/jasa yang diberikan

oleh BLUD RSU Dr･ Fし･ Tobing yang diteぬpk紬dalam bentuk ta正

dan disusun atas dasaT perhi亡ungan biaya per unit lay紬紬atau

has組per invesねsi dana;

b･ hibah Tida臆k丁e正kat, be調印hibah yang peruntukannya tidak

ditentukan pemberi hibah balk dari masyarakat maupun badan/

lembaga non Peme正ntah ;

c●　has櫨　Keヰasama dengan　円hak Lam, bempa pcndapat紬yang

dipe｢oleh karena ke轟asama dengan pihak　鎚n mdalui

kesepakatan/ peljanjian pengelolaan; dan

d･融riLa肌Pとl了個apci書a7i. ..



d. lain-kin Pendapatan BLUD RSU Dr. FL･ Tobing yang sah,

merupakan pendapatan yang tidak temasuk sebagai pendapatan

sebaga上m狐a dimaksud pada huruf a, huⅢf b, dan humf c yang

diperoleh dari usaha lam yang dikelola RSU Dr. FL Tobing yang

心dak berhubung紬l紬gsung dengan tugas dan血ngsi BしUD RSU

DL FL. Tobing, y紬g terdi正a屯s :

1) jasagiro;

2) pendapam bunga;

3) keuntungan/selisih nilai tukar;

4) komisi, potong劃　a血u bentuk lain sebaga王　a瞳bat dan

penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa oleh

BLUD RSU D｢. FL Tobing;

5) investasi; din

6) pengembangan usaha.

(3) Pengadaan barang / jasa sebagalmana dimaksud pada ayat (2), terdih

atas:

a. barang;

b. peke寄a弧konstruksi;

c. jasa konsu宣tasi; din

d. jasa lainnya.

BABIV

PR工NSIP DAN ET工KA PENGADAAN

Bagi紬Kesatu

Phnsip Pengadaan

Pasal 5

P正nsip Pengadaan barang/jasa pada BしUD RSU Dr. Fし. Tobing, me重工pu心:

a･ cfek宙yajtu pengadaan barang/jasa ha｢us sesuai deng弧虹eksibilitas

kebutuhan pelayanan dan menjamin keberlangsungan pelayanan ;

b･ prak也k bisnis yang sehat yaitu I鵜ngada餌b狐a皿g/jasa dilaksanaka皿

berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka

pembe正紬layanan yang be血u血, berkesimmbungan dan berdaya

sain答;

c･ e鼻sien yaitu pengadaan barang/｣asa harus menggunakan dana dan

daya y狐g dialokasikan/ tersedia dalam jangka waktu te巾entu sesuai

dengan proporsional pendapat紬d孤dapat dipe正an幾粗]ngjawabkan;



d･廿劃sparan yaitu semua ketentuan dan inめmasi mengena王

pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi

pengadaan, tata cara evaluasi? hasil evaluasi, penetapan calon

penyedia, sぬ血ya terbuka bagi penyedia yang beminat; dan

e. akuntabel yaitu harus mencapai sas甜an dan dapat

dipertanggung]’awabkan sehingga menjauhkan dari potensi

penyalahgunaan dan penyimpangan.

Bagian Kedua

Etika Pengadaan Ba重ang/Jasa

Paragraf 1

Pelaku Pengada紬

Pasa重6

(1) Pelaku pengada狐d瓢am Pengadaan Bar狐g/Jasa pada BLUD Dr. FL.

Tobing, yaitu :

a. pA/KPA;

b. PPK

c. pejabat pengadaan;

d. po均a pem止血劃;

e･ pe皿yedia; dan

f. p血ak Lainnya, melipu心:

1) pihak yang dibutuhkan sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan; atau

2) p血ak y狐g dibutuhkan sesuai dengan Peraturan円mpinan

BLUD RSU Dr. FL. Tobing.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenal tugas, wewenang dan tanggung

jawab Pelaku Pcngadam sebagaim紬a dimaksud pada ayat ( 1) diatur

dalam Pe｢aturan Pemimpin BLUD RSU.

Parag｢af 2

E寄ka Pengadaan

Pasal7

(1) Para Pelaku Pengadaan Barang/Jasa wajib mematuhi Edka

pengadaan.

(2) Ketentuan lebjh　宣a可ut　皿engenai E色ka Pengada紬　sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dlatur dalam Peratura皿Pemimpin BLUD RSU.



BABV

PENGADAAN BARANG /JASA

Pasal8

Bagi紬Kesatu

Umum

Tahapan Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD RSU Dr. FL. Tobing, antara

lain:

a･　pe｢encana紬pengadaan;

b〃　persiap紬pengada紬;

c･　persiapan pem土lihan;

d･　pelaksana紬pemilihan; din

e.　pelaks劃a狐Kon血ak.

Bagian Kedua

Tahapan Pengada紬Bara皿g/Jasa

Paragraf 1

Perencana紬Pengadaan

Pasal9

(I) Kegiatan perencana孤　Pengada皿　sebagajmana dimaksud dalam

Pasal　8　huruf a, meliputi : identifikasi kebutuhan, penetapan

ba｢ang/jasa, cara･ pelaksanaan, ｣adwa宣　dan anggaran Pengadaan

Barang/Jasa.

(2) Perencanaan pengadaan terdin atas :

a･ pe｢encanaan pengadaan mel粗ui swakelola; din

b･ perencanaan penga.daan melalui penyedia.

(3) BLUD RSU Dr･ FL･ Tobing mengumumkan rencana Pengada劃

Ba則g/Jasa kedalam aplikasi Sistem　量nめmasi Rencana Umum

Pengadaan (SIRUP) sesual rekening BLUD.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perencanaan Pengadaan

sebagaim柵a dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan

Pcmimpin BLUD RSU.

Pa｢agraf 2

Persiapan Pengadaa皿

Pasal 10

(1) Persiap紬Pengada紬sebagaim紬a dimaksud dalam pasal 8 humf b,

terdi正atas :

a･ persia臆pan Pengadaan Barang/Jasa me重alui swakelola; dan

b･ persiapan Pengadaan Barang/Jasa me重alui penyedi盆.

(2) Persiapan Pengada紬Ba則g/Jasa melalui swakel○○a sebagaimana

dimaksud pada ayat (I) humf a, me職pu轟:

a･ penetapan sasar劃;

b. penyelenggara swakelola;

c･ renc紬盈kegia亡狐;

a jndひノaJ pe沈たsariaari..



d･ jadwal pe獲aksanaan; dan

e. rencana Anggaran Biaya (RAE).

(3) Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) humfb, meliputi :

a. penetapan harga perkiraan sendiri (HPS);

b. penetapan rancangan kon廿ak;

c. penetapan spesi鱒ぬsi teknis/ Kerangka Acuan Ke轟a (inK); din

d. penetapan uang muka dan janinan uang muka (bagi Pengadaan

peke亘a狐　　kons血uksi),　jaminan pelaksanaan,　jamin紬

pemel血araan dan/ atau gar劃si.

(4) Ketentu狐lebih la垂ut mengcnai Persiapan Pengada孤scbagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur d狐am Peraturan Pemimpin BLUD RSU.

Paragraf 3

Pe｢siapan dan Pelaksanaan Pem掴han Penyedia

Pasal11

(1) Persiapan dan Pelaksanaan Pemil血餌　Penyedia sebagaimana

dimaksud d血a皿Pasa1 8 hu｢ufc dan hu｢ufd, terdi正atas :

a. metode pemilih孤Penyedi盆Barang/ Peke重jaan Kons廿uksi/ Jasa

lainnya; dan

b. metode pemilih狐Penyedia Jasa Konsultasi.

(2) Metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Kontruksi/ Jasa

lalnnya sebagaimana dimaksud pada ayat ( I) huruf a, meliputi :

a. e-purchasing;

b. pengadaan langsung;

c, penu可ukan langsung; dan

d. tender.

(3) Metode pemilihan Penyedia Barang/Peke寄a孤　Kontmksi/ Jasa

la王nnya sebagaimana dimaksud pada ayat ( I) hu則r b, melipud :

a･ pengadaan langsung;

b. penunjukan langsung; dan

c. seleksi.

(4) Metode pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan a)rat (3),

dengan正ncian sebagai be正kut :

a. penyedia barang, pekeエゴa紬konstmksi, jasa konsultansi, dan jasa

laimya deng紬nilai p心血g b劃yak Rp 500･000･000,00 (lima臆ratus

juta rupiah) d宣lakukan dengan pengadaan langsung; dan

b. penyedia barang, peke轟a狐kons廿uksi, jasa konsultansi, dan jasa

lainnya dengan nilai lebih d劃十Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta

mpiah) dilakukan dengan metode tender/ seleksi.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Persiapan dan Pelaksanaan

Pe皿止血an sebagaimana dimaksud pada　争yat (1) diatur dalam

Peratu贈n Pemimpin BしUD RSU.



Paragraf 4

Pelaks紬a且n Kontrak

Pasal 12

(1) Pelaks紬aan Kontrak sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf e,

terdih atas :

a･ pelaks弧a紬Kon血ak swakelola; din

b･ pelaks紬aan Kon血ak penyedia.

(2) Pelaksanaan Kontrak swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)

humfa, terdih atas :

a･ tipe I, yaitu swakelola yang direncanak紬, dilaksanakan dan

diawasi o獲eh BLUD RSU Dr･ FL･ Tobing; dan

b･仕pe 1重, yaitu swakelola y孤g direncanakan d紬diawasi oleh BLUD

RSU Dr･ FL Tob止g yang pelaks弧aamya dilakuk劃oleh量nstansi

lain y皿g ditu巾uk o宣eh W租i Kota a屯u Pcmimpin BしUD RSU.

(3) Pelaks紬aan Kon廿ak penyedia sebaga王mana dimaksud pada ayat (1)

humf b, terdi轟atas :

a. penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);

b･ pen孤datanganan kon廿ak;

c. pembehan uang muka (bagi Pengadaan pekeljaan konstruksi);

d. pemb争ya｢an prestasi peke亘a狐;

e. pembahan kontrak;

f･ penyesuai狐harga;

g･ penghen寄a皿kon血ak a血u berakhimya kon廿ak;

h. pemutusan kontrak;

i･se｢ah te正ma basil peke章jaan; dan

j. penanganan keadaan kahar.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengena王Pelaks紬aan Kontrak sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dalan Peraturan Pemimpin BLUD RSU.

Bagian Ke心ga

Pelaks劃aan Pcngadaan Ba重皿g/ Jasa

Pasal 13

(1) Pengadaan barang/jaca pada BLUD RSU Dr. FL. Tobing dilaksanakan

berdasark紬s血ndar ope｢asional prosedur pengadaan barang/jasa

う｢ang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD RSU.

(2) Pelaksrmaan pengadaan barang/jasa dilakukan oleh Pejabat

Pengada孤　atau Pani血a Pengadaan pada Unit Pengada紬

Barang/Jasa yang dibentuk oleh Pemimpin BLUD RSU.

(3) Pejabat Pengadaan/Panitia Pengadaan terdiri dad personil yang

memenuhi persyarat紬yang di亡e血pkan oleh pemimpin BしUD RSU,

minim狐　telah meng此u寄　pela寄han pengada孤　b甜ang/jasa, din

mem血ami substansi pekeljaan/kegiatan yang bersangkutan dan

bidang lain yang diperluk劃.

/4) Dalam hal keacねaJi.



(4) Dalm hal keadaan te巾entu, P匂abat Pengadaan dapat me重akuk紬

Pengada皿Bar紬g/Jasa melalui :

a. pengadaan barang/jasa secara c耽o;

b. pengadaan melalui�ﾗ�W&9Mﾗ6匁r�&�&�誡��6����誡�FW&F���B���F��Rﾐ

caねわgue LKPP yang sesuai dengan kebutuhan BLUD RSU;

c. pembelian dalam market pzclce atau o融rie shop yang telah dikenal

luas dalam prak心k bisnis; dan

d. penyedia bar弧g/jasa tunggal.

(5) Ketentuan leb血　Ia可ut mengen組　Pe重aks紬a孤　Pengadaan

Barang/Jasa diatur d瓢am Peraturan Pemimpin BLUD RSU･

BAB V暮

PENGAWASAN

Pasal 14

(1) Wali Kota atau pejabat yang membidangi Pengawasan

Penyelenggara紬Peme正ntah狐Daerah / Aparat Pengawasan萱ntem

Pemehntah (AP量P) melakukan pengawasan terhadap pdaksanaan

pengada紬bar紬g/jasa pada BLUD RSU Dr. FL. Tob血g.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui

kegiatan audit, review, pemantauan, evaluasi dan t#庇sae励ot�.ｦp

Sgsきe肌･

(3) Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dilakukan sejak perencanaan, persiapan, pemilihan penyedia,

pelaksanaan kontrak dan serah terima peker]‘aan.

BAB V量萱

KETENTUAN PENUTUP

Pasal15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Wall Kota ini sepanjang

mengenai te血is pelaksanaannya akin　ditetapkan量ebih la巾ut dengan

Peraturan Pemimpin BしUD RSU Dr. Fし. Tobing.



Pasal16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar se心ap or孤g menge血huinya, memehntahkan pengundangan

Peraturan Wall Kota im dengan penempatannya dalan Berita Daera血Kota

Sib○○ga.

Ditetapkan di Sibolga

pada tanggal 05 0ktober 202 1

WALi KOTA SIBOLGA,

dto

JAMALUDD暮N POHAN

Diund紬gkan di Sibolga

pada t紬ggal 05 0ktober 202 1

SEKRETAR暮s DA巳RAH Ko皿s量BOLGA,

dto.

MHD. YUSUF BATUBARA

BER重TA DAERAH KOTA S暮BOLGA TAHUN 2021 NOMOR 337

Salinan sesuai dengm aslin)7a


